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BUPATI BATANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI BATANG 

NOMOR 2 TAHUN 2022 
 

TENTANG  
 

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BATANG, 

 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan etos 

kerja, tanggung jawab, etika dan moral Aparatur Sipil 
Negara serta guna meningkatkan kinerja pelayanan 
kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai 
dasar budaya kerja Aparatur Sipil Negara secara 
intensif, berkelanjutan dan menyeluruh di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Batang; 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 
2010-2025, salah satu area perubahan yang menjadi 
tujuan reformasi birokrasi yakni pola pikir (mind set) 
dan budaya kerja (culture set); 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang; 

     
Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3574) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang 
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya 
Kerja Pada Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen 
Perubahan; 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN 

BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Batang. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah. 
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai 

Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
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diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga 
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

8. Budaya Kerja adalah sikap perilaku individu dan kelompok yang 
didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi 
kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. 

9. Kelompok Budaya Kerja yang selanjutnya disingkat KBK adalah 
organisasi non struktural yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang 
menerapkan prinsip-prinsip budaya kerja dalam rangka 
mengoptimalkan kinerja perangkat daerah. 

10. Nilai Budaya adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang 
sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia. 

11. Role Model adalah Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan panutan 
atau teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lain. 

 
Pasal 2 

Budaya Kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi 

birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, 
perumusan dan penerapan nilai budaya kerja ke dalam pola pikir, pola 
perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen dan kontinyu 
dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
 

Pasal 3 
Budaya Kerja bertujuan untuk : 
a. meneguhkan jiwa korps dan kode etik PNS; 
b. meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi; 
c. mendorong meningkatkan profesionalisme ASN sesuai dengan beban 

kerja dan tanggung jawabnya. 
 
 

BAB II 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 4 
Ruang Lingkup Budaya Kerja mencakup penerapan nilai budaya kerja di 
seluruh Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Batang. 
 
 

BAB III 
PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA 

 
Pasal 5 

(1) Pedoman Pengembangan Budaya Kerja digunakan Pemerintah 
Kabupaten Batang untuk: 
a. membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan 

reformasi birokrasi; 

b. membantu Pemerintah Kabupaten Batang untuk mendorong 
perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungan 
organisasi perangkat daerah masing-masing agar dapat 
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meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi 
birokrasi; dan 

c. memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan, dan 
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan 
budaya kerja. 

(2) Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

 
Pasal 6 

Sistematika Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas: 
a. BAB I : PENDAHULUAN 
b. BAB II : GAMBARAN UMUM 
c. BAB III : KETERKAITAN BUDAYA KERJA DENGAN REFORMASI 

BIROKRASI 
d. BAB IV : LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA 
e. BAB V : PENUTUP 
 

Pasal 7 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 
 
 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal 5 Januari 2022 

BUPATI BATANG, 
 
        ttd 
         

 
WIHAJI 

 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal 5 Januari 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, 
 
 ttd 
 

LANI DWI REJEKI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI GHONIYAH, S.H
Pembina

NIP. 19690207 199303 2 008
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